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ABSTRAK

Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab sebagai
pelaksana keputusan BKAD. Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui Perencanaan dan
Pengelolaan Dana pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Barokah Kecamatan Pabelan.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriftif. Sumber data primer
Ketua UPK Barokah, data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara kepada Ketua UPK
Barokah, Hasil penelitian ini adalah Perencanaan Dana di UPK Barokah dilaksanakan di awal
tahun dengan pembagian dana operasional dan dana perguliran. Dalam pengelolaan dana
dilakukan oleh seluruh pegawai UPK Barokah.
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PENDAHULUAN

Lembaga Publik adalah organisasi yang dimiliki pemerintah bertujuan untuk membantu
dan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat tanpa tujuan komersial atau mencari keuntungan.
Dalam lembaga sendiri tentu tidak lepas dari anggaran yang ada. Anggaran adalah kunci penting
dalam system pengendalian manajemen, sebab anggaran merupakan alat perencanaan,
pengendalian baik jangka panjang maupun pendek yang efektif dalam organisasi (Anthony &
Govindarajah, 2005 dalam Upadana,etc, 2017). Dalam lembaga anggaran yang diberikan
pemerintah digunakan untuk menjalankan program kerja, pemeliharaaan fasilitas dan
operasional lembaga sehingga anggaran yang diberikan haruslah cukup untuk memenuhi hal
tersebut.

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun
nontunai. Dana perguliran adalah dana yang bersalah dari bantuan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang disalurkan untuk kegiatan pengembangan
dan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Dana di UPK berasal dari APBN yang mana
dicairkan pada periode tahun 2006-2014.

Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam
kurun waktu tertentu dimasa yang akan dating, kaitannya dengan pengelolaan adalah proses
penyusunan RAB. Menurut Alexander (2005) dalam Sari (2016) Perencanaan adalah rumusan
sistematik mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa depan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan atas potensi-potensi, faktor-faktor internal dan pihak-pihak yang bersangkutan
dalam mencapai tujuan tertentu. Perencanaan diadakan untuk mempersiapkan diri dalam
kemungkiann yang akan terjadi seperti pembengkakan pinjaman di tengah periode.
Pembengkakan peminjam dapat ditanggulangi dengan pengelolaan yang sudah disepakati.
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Pengelolaan merupakan langkah yang dilakukan untuk melaksanakan perencanaan yang
sudah ada. Pengelolaan dilakukan oleh seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya, sebab
tiap divisi memiliki program kerja sendiri. Pengelolaan dana di UPK Barokah sendiri terkadang
memiliki kendala yang berkaitan dengan keuangan seperti kekurangan dana bergulir karena
banyaknya pengajuan. Dari hal tersebut maka tujuan dalam peneltian ini adalah untuk
mengetahui Perencanaan dan Pengelolaan Dana di UPK Barokah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. menurut
Sugiyono (2015) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada
filsafat postpositivme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah sehingga
peneliti menjadi instrument kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
dimana data yang didapat adalah data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan utama antara perencanaan jangka panjang dan jangka pendek adalah rentang
waktu yang digunakan, dimana jangka panjang dirancang untuk satu tahun kedepan dengan
dana operasional, sedangkan perencanaan jangka pendek dirancang untuk satu bulan dengan
dana perguliran. Perencanaan dilakukan di awal tahun dengan pembuatan RAB dan Cash Flow
yang akan di tetapkan pada Musyawarah Antar Desa (MAD). Dana operasional tidak dapat
diubah karena harus sesuai dengan perencanaan diawal.

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab
sebagai pelaksana keputusan BKAD, dimana UPK sendiri diatur dalam AD/ART UPK, SOP
dan aturan lain tentang pengelolaan UPK serta bertanggungjawab kepada forum BKAD. Tugas
UPK adalah mengelola operasional kegiatan masyarat perdesaan di kecamatan dan membantu
BKAD. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) adalah badan yang dibentuk dengan adanya
Kerjasama antar desa dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang
ada di desa dan biasanya dibentuk oleh lebih dari dua desa untuk mempermudah
pengelolaannya.

Kelembagaan dalam UPK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan staf verifikasi
perguliran. Staf Verifikasi Perguliran bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan verifikasi
terutama dalam proses perencanaan kegiatan SPP (Simpan Pinajm Perempuan) Perguliran yang
didanai oleh Operasional UPK yang selanjutnya di sebut dengan TV. TV (Tim Verifikasi)
dipilih oleh forum BKAD dan disesuaikan dengan kebutuan dan keahlian serta kegiatan yang
akan dikelola. Pengelolaan dana sendiri dilakukan oleh seluruh pegawai UPK (dana bergulir).
Dana bergulir berfungsi untuk memberikan pinjaman kepada calon peminjam dengan Langkah
pengajuan kelompok (dari desa), dilakukannya verifikasi oleh Tim Verifikasi (TV), pengecekan
oleh tim pendanaan dengan keputusan disetujui atau ditolak. Kasus lainnya, adalah pending
dimana menunggu dana ada, sebab dalam dana perguliran sering terjadi pembengkakan
peminjam karena banyaknya kelompok yang melakukan pengajuan. Solusinya lembaga
meminjam dana kepada pihak ketiga dengan tempo empat bulan menggunakan system jasa.

Mengenai alokasi dana, dalam dana pendapatan alokasinya sebagai berikut:

50% untuk tambahan modal
10% untuk SHU ke desa
40% untuk biaya kelembagaan



Selain pembengakakan peminjam, kendala yang dihadapi adalah tidak sesuainya
pelaksanaan dengan rencana awal, solusinya diusahakan agar tetap sesuai meskipun ada sedikit
perbedaan.

UPK terus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, sehingga segala kegiatan
yang berlangsung dapat dilaporkan secara terbuka dan transparan. Dengan adanya komunikasi
yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatnya/tidak ada yang merasa
dirugikan. Hal ini menjadi sinergi UPK yang berfokus dalam pengembangan ekonomi di
perdesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sistem kelompok dan tentunya
tanpa agunan (jaminan). Kelemahan dalam system agunan sendiri adalah banyak pengurus
kelompok yang menyalahgunakan dana pinjaman bergulir seperti kredit macet. Salah satu
solusinya adalah, kelompok atau minoritas yang mengalami kredit macet di periode berikutnya
akan dikurangi volume pinjamannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya lagi kasus
kredit macet dan dapat disalurkan ke kelompok lain. Penulis berpendapat belum sepenuhnya
bisa memberi efek jera pada kelompok atau individu yang mengalami kredit macet. Hal tersebut
terjadi karena kurangnya sanksi tegas dari pihak UPK. Seharusnya UPK bisa memberikan
sanksi yang lebih tegas kepada mereka yang terlambat dalam pembayarannya atau bahkan yang
menunggak.

SIMPULAN DAN SARAN

UPK Barokah merupakan lembaga penyalur kegiatan untuk desa yang masih mengalami
pengembangan dari segi ekonomi. Perencanaan anggaran dilakukan UPK Barokah Bersama
dengan BKAD diawal tahunnya. Dari segi pengelolaan, UPK Barokah berupaya maksimal agar
pengelolaan sesuai dengan rancangan awal.

Kami menyadari dalam penulisan mini riset ini masih terdapat kekurangan dan disusun
dengan keterbatasan sumber, sehingga isi dari tulisan ini mungkin belum menjurus ataupun
masih merupakan pembahasan secara umum yang masih harus dikaji Kembali kebenarannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada UPK Barokah Kecamatan Pabelan yang sudah bersedia
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